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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang sempuma dibandingkan
dengan makhluk Allah yang lain, seperti : tumbuhan, hewan, malaikat dan jin.
Tentang kesempurnaan manusia Allah SWT tuangkan di dalam firman-Nya surat

at Tiinayat 4 :
@ s o g el il 3
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang

sebaik-baiknya. "

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishag Alu Syaikh di dalam
tafsimya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, Allah SWT bersumpah mengenai
penciptaan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan
perawakan yang sempurna serta beranggota badan yang normal? Di dalam
kemuliaannya itu, jika manusia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah itu dengan
menggunakannya untuk ketaatan maka ia akan dikembalikan ke tempat serendah-
rendahnya yakni neraka. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat ar-Tiin

ayat5:

) Departemen Agama R1, A/ Qur'an dan Terjemah, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), 598
2 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid
10, (Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafi’l, Cet. 1, 2008 ) 307
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Artinya : “ Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka). 3

Allah Azza wa Jalla memberi akal dan hawa nafsu kepada manusia,
dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang haq dan batil. Dengan
kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu, Allah Azza wa Jalla memilihnya

untuk menjadi khalifah di bumi ini. Hal ini dituangkan dalam firman-Nya, surat

al-Baqarah ayat 30 :

o b JaEl 1506 Wuﬁ’ﬂ‘ & Use §) A 1 U6 3

LZ‘,.Lcj 3) J6 éﬁ:,.‘ ,J&éﬁ?j;ﬁf?&;ﬁ_g b ik
) yalis ¥

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
( khalifah ) di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui."

Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan Syari’at (undang-undang) yang

harus ditaati oleh manusia, yaitu al Qur’an dan Hadits. Di dalamnya ada perintah

} Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al Qur'an, al-Qur'an al-Karim wal
Tarjamah Ma 'anihi ila al-Indonesia, 1076
* Departemen Agama RI, Al Qur ‘an dan Terjemah , 7



shalat, zakat, puasa, haji dan juga perintah mengadakan keadilan (peradilan).
Mengenai dasar diperintahkannya mengadakan peradilan, Allah SWT tuangkan

dalam firman-Nya surat Shaad ayat 26 :

Z -
- .

L €L G 37 Gt ror Lo 47 .’g'u . s - g f e
gw!@yjélf‘rU‘uyﬁbquY‘é%&b b}:;_,‘d'_’,
DA Jorl op 2D

Artinya : “ Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa)
di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. >

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 49 :

r- 2% 5’)’/;,1/”’-,,5.,5;: f',;gl,,.s-f - Lo~ E,
o Hezhs o) pade-1 fazlial a5 Vol J3l Ly erdn oS 015

Artinya : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu. *°

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 65 :

% Departemen Agama RI, 4/ Qur ‘an dem Terjemah, 455
¢ Departemen Agama RI, 41 Qur ‘an dan Terjemah, 117
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Artinya : “ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman,
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan
mereka menerima dengan sepenuhnya.””

Di dalam Negara Indonesia, kita mengenal empat macam peradilan, yaitu

Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Tata Usaha Negara,

Pengadilan Militer, dan kesemuanya berpuncak di Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Tinggi Negara.® Sedangkan Pengadilan Agama adalah salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.’
Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut dan
relatif '® Kekuasaan yang bersifat relatif berkenaan dengan wilayah hukum

( yurisdiksi relatif ). Hal ini disebutkan dalam pasal 4 :

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. !

? Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, 89

® Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Pustaka Bani Quraisy, 2004)
11, Lihat juga Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, 162

? Pasal 2 Undang — Undang No. 3 tahun 2006

19 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, Cet.
2, 1998) 204

' Pasal 4 ayat (1)Undang —~ Undang No. 3 tahun 2006.



Sedangkan kekuasaan yang bersifat absolut berarti kekuasaan pengadilan yang
bethubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau
tingkatan pengadilan lainnya.

Sebagaimana pengertian pengadilan di atas, bahwa Pengadilan Agama

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, maka
untuk mendapatkan keadilan seseorang harus memenuhi prosedur beracara di
pengadilan. Pertama kali yang harus dilakukan seseorang dalam beracara adalah
membuat surat gugatan dan mendafiarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Setelah mendaftarkan perkara di Kepaniteraan, sidang tidak akan dimulai sebelum
penggugat membayar uang panjar perkara (SKUM) pasal 121 ayat 4 HIR
disebutkan bahwa :
“ Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan,
kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan
diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh Ketua
Pengadilan Negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos
melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua
belah pihak dan harga materai yang akan dipakai.” 2

Baru setelah itu, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majlis Hakim yang

akan mengadili perkara tersebut,”’ kemudian Majlis Hakim akan menentukan

12 R. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasannya, (Bogor : Politeia, 1989) 80
13 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 80



hari, jam dan tempat persidangan dan akan memanggil para pihak melalui Juru
Sita untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan. "

Pada hari, jam, dan tempat persidangan yang telah ditentukan hadirlah
para pihak atau kuasanya untuk dimintai keterangan tentang identitas masing-
masing, tetapi jika tergugat tidak hadir begitu pula kuasanya, maka persidangan
akan ditunda untuk pemanggilan tergugat untuk kedua kalinya."” Dalam peradilan
islam, prinsip semua pihak harus hadir dapat dipahami dari hadits

rasulullah SAW :

s g B0 tr”.zﬂz’rﬂ’sz:orzf’ A;’ozg.’avzo’

é’k&-&g&ﬂ%d\«aﬁd!@lw&m&k:d@?upwd):‘)u‘gl&y
s 0 - - o - - s B 0 - s 0
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Artinya : “ Dan dari Ali bin Abi Tholib, bahwa Rasulullah SAW bersabda :
“ Wahai Ali, “ jika ada dua orang yang sedang bersengketa itu duduk
di hadapanmu, maka jangan tergesa-gesa engkau memutuskan antara
mereka berdua itu, hingga lebih dahulu engkau mendengarkan
keterangan orang kedua, sebagaimana engkau mendengarkan dari
orang pertama. Sebab apabila engkau berbuat begitu, maka keputusan
itu menjadi jelas bagimu. ** ( HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi ). *°

" M. Fauzan, Pokok — Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syar 'iyah, (Jakarta : Prenada Media, Cet. 1, 2005)13

15 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 102

' Syaikh Faishal bin Abdul Aziz al ~ Mubaarok, Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadits
— Hadits Hukum, Jilid 6, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993) 3197. Lihat juga Muhammad Salam
Madkur, Peradilan dalam Islam, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1964) 27



Jika tergugat tidak datang, tetapi ia mengirim jawaban berupa eksepsi relatif,
maka hakim harus memeriksa terlebih dahulu eksepsi tergugat sebelum ia
memutus pokok perkara dalam gugatan tersebut.

Sedangkan eksepsi sendiri berarti tangkisan, maksudnya adalah bantahan
atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya kepada Hakim Pengadilan karena
tergugat digugat oleh penggugat, yang tujuannya supaya pengadilan tidak
menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.!”
Misalnya istri mengajukan gugat kepada suaminya ke Pengadilan Agama, tetapi
suami dalam sidang pertama mengajukan eksepsi atau tangkisan dengan dasar
istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Eksepsi juga
dapat diajukan, jika pengadilan menerima perkara yang bukan menjadi
kewenangannya, hal ini sering disebut sebagai eksepsi absolut.

Berdasarkan data sementara, penulis menemukan perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Probolinggo, di mana majelis hakim menolak eksepsi tergugat
karena penggugat bertempat tinggal di Probolinggo, sedangkan tergugat (suami)
bertempat tinggal di Malang. Pada sidang pertama, suami mengajukan eksepsi
relatif dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo tidak
berwenang mengadili perkara cerai gugat tersebut, dan yang berwenang adalah
Pengadilan Agama Malang dengan alasan penggugat (istri) meninggalkan tempat

kediaman bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 UU No. 03 Tahun 2006.

'” M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 418



“ Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang
dacrah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat (suami) «.®

Akan tetapi, hakim Pengadilan Agama Probolinggo memutus menolak eksepsi
tergugat dan menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pengadilan Agama
Probolinggo berwenang mengadili perkara cerai gugat tersebut. Sedangkan dalam
pemeriksaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
memutus mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan dalam amar putusannya
bahwa Pengadilan Agama Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara cerai
gugat tersebut, dan yang berhak adalah Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Probolinggo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya khususnya mengenai kasus
sengketa kompetensi relatif Peradilan Agama. Oleh karena itu, penulis
merumuskan penelitian ini dengan judul sebagai berikut : “ Analisis Undang—
Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Terhadap Sengketa
Kompetensi Relatif Pengadilan Agama (Study Putusan PTA No. 184 / Pdt.G /
2007 / PTA.Sby)

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan data sementara (putusan Pengadilan Agama Probolinggo),

karena penulis mengkaji putusan, terdapat beberapa masalah yang dapat dijadikan

® Ahmad Fauzan, Himpunan Undang — Undang Lengkap tentang Badan Peradilan,
(Bandung: CV Yrama Widya, Cet. III, 2007) 225



penelitian, antara lain tentang perceraian, baik dengan alasan syigoq (perselisihan
terus-menerus), kurang mampunya pihak suami menéfkahi istri dan anak,
kekerasan dalam keluarga, sengketa kompetensi relatif. Dalam hal ini, penulis
lebih menitik beratkan pada pembahasan sengketa kompetensi relatif Peradilan
Agama. Kasus ini berhubungan dengan penolakan eksepsi tergugat oleh
Pengadilan Agama Probolinggo dan penerimaan eksepsi tergugat oleh Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang

dapat dijadikan penelitian. Oleh karena itu, penulis merumuskan penelitian im

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Probolinggo menolak eksepsi tergugat dalam perkara cerai gugat No. 063 /
PdtG / 2007 / PA Prob yang dibatalkan oleh PTA Surabaya No.
184/Pdt.G/2007/PTA Sby?

2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo ?

3. Bagaimana analisis Undang-Undang No.03 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Probolinggo oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sengketa kompetensi relatif

peradilan agama ?
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D. Kajian Pustaka

Secara umum pembahasan mengenai Hukum Acara Peradilan Agama
telah banyak dibahas, baik berupa buku maupun skripsi. Namun, mengingat
bahwa Undang — Undang Peradilan Agama di Indonesia terdapat perubahan
menjadikan menarik untuk dibahas kembali.

Mengingat agar pembahasan skripsi ini tidak ada overlapping dengén
bahasan skripsi yang lainnya, seperti yang ditulis oleh :

Skripsi karya Abdul Majid yang berjudul “ Penerapan eksepsi dalam
perkara cerai gugat (Analisis putusan PA Mojokerto No. 075 / Pdt.G / 2004 / PA
Mjk)” Fakultas Syari’ah, Ahawalus Syakhsiyah, tahun 2006." Skripsi ini ditulis
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pencrapan acara eksepsi dalam
perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto dan apakah sudah sesuai atau
belum dengan hukum acara perdata.

Skripsi karya Moh. Najib yang berjudul “ Studi kritis pasal 73 ayat (1)
UU No. 7 Tahun 1989 tentang gugat istri yang meninggalkan tempat kediaman
bersama (Studi kasus di PA Sidoarjo) Fakultas Syari’ah, Ahwalus Syakhsiyah,
tahun 2006.° Penulis skripsi ini berusaha untuk mengkaji lebih mendalam
tentang pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang gugatan istri

yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Sekripsi ini juga berisi tentang

19 Abdul Majid, “Penerapan eksepsi dalam perkara cerai gugat ( analisis putusan PA
Mojokerto No. 075 / Pdt.G / 2004 / PA Mjk)”, Fakultas Syari’ah, Ahwalus Syakhsiyah, tahun 2006.

2 Moh. Najib, “ Studi kritis pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang gugat istri yang
meninggalkan tempat kediaman bersama ( Studi hasus di PA Sidearjo ), Fakultas Syari’ah, Ahwalus
Syakhsiyah, tahun 2006.
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eksepsi tergugat yang ditolak oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian
tergugat tidak puas atas putusan tersebut, dan mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, kemudian hakim menjatuhkan putusannya dengan
menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Skripsi karya Nur Azizah yang berjudul “ Pelaksanaan acara eksepsi
dalam perkara cerai talak dalam kaitannya dengan kompetensi Peradilan Agama
{Analisis putusan PA Pasuruan No. 0441 / Pdi.G / 2007 / PA Pas) ™ Fakultas
Syari’ah, Ahwalus Syakhsiyah, tahun 2008 .*! Skripsi ini lebih menitik beratkan
pada pelaksanaan acara eksepsi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama
Pasuruan tersebut. Skripsi ini juga berisi tentang ecksepsi tergugat yang
dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Penulis melihat
skripsi ini tidak ada sengketa kompetensi relatif karena eksepsi tergugat sudah
dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama dan tidak ada banding setelah putusan
dijatuhkan.

Dari ketiga mahasiswa yang membahas tentang eksepsi tergugat di atas,
sepintas pembahasan ini sudah selesai dibahas. Namun yang menjadi titik tekan
penulis adalah pada objek penelitian yang berbeda yang sekaligus mengarahkan
pada pembahasan yang jauh dari persamaan. Penulis menitik beratkan pada
sengketa kompetensi relatif antara Pengadilan Agama Probolinggo dengan

Pengadilan Agama Malang, kemudian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama

2 Nur Azizah, “ Pelaksanaan acara eksepsi dalam perkara cerai talak dalam kaitarmya
dengan kompetensi Peradilon Agama ( Analisis putusan PA Pasuruan No. 0441 / Pdi.G / 2007 / PA
Pas) ”, Fakultas Syari’ah, Ahwalus Syakhsiyah, tahun 2008.
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Surabaya yang berwenang mengadili perkara cerai gugat tersebut adalah

Pengadilan Agama Malang. Masalah tersebut penulis formulasikan dalam judul

“ Analisis Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Terhadap Sengketa Kompetensi Relatif Pengadilan Agama (Study Putusan PTA

No. 184/ Pd1.GG/ 2007 / PTA.Sby).

E. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan
untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Probolinggo menolak eksepsi tergugat dalam perkara cerai gugat No. 063 /
Pdt.G / 2007 / PA Prob yang dibatalkan oleh Putusan PTA No.
184/Pdt.G/2007/PTA Sby.

2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya membatalkan putusan PA Probolinggo.

3. Untuk mengetahui analisis Undang — Undang No. 03 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
184 / Pdt.G / 2007 / PTA.Sby. tentang sengketa kompetensi relatif Peradilan
Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya atau setidaknya berguna

untuk :
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Secara teoritis diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu
pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.
Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian bagi
penelitian—penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema skripsi ini,
khususnya pada permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama.

Secara praktis diharapkan berguna sebagai modal para penegak hukum,
seperti mahasiswa syari’ah, advokat dan hakim dalam beracara di Pengadilan
Agama dengan baik dan benar, sesuai dengan teori hukum acara perdata dan

Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka dalam

penelitian ini penulis jelaskan istilah—istilah sebagai berikut :

1y

2)

3)

Analisis yaitu sifat uraian, uraian, kupasam22 Maksudnya adalah uraian
tentang perkara sengketa kompetensi relatif Peradilan Agama dengan
menggunakan Undang — undang No. 03 tahun 2006.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.”

Sengketa adalah sesuatu yang dipandang bermasalah dan mengandung

perselisihan antara pthak-pihak yang berperkara.

2 Pius A Partanto, Kamus limiah Populer, (Surabaya: Arkola) 29
% Pasal 2 Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
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4) Kompetensi Relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau
daerah.”*

5) Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara
untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum antara orang
yang beragama islam mengenai perkara tertentu.”

6) Putusan disebut vonis (belanda) atau al/ gada’u (arab), yaitu produk
Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara,
yaitu penggugat dan tergugat.”®

Dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada institusi Pengadilan Agama

Probolinggo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara

sengketa kompetensi relatif Peradilan Agama.

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah
meliputi :
a. Data tentang dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Probolinggo menolak eksepsi tergugat dalam perkara cerai gugat No. 063

24 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009) 53

%3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, 2

% Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 199
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/ Pdt.G / 2007 / PA Prob. yang dibatalkan oleh putusan PTA No.
184/Pdt.G/2007/PTA Sby?

b. Data tentang dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya No. 184 / Pdt.G / 2007 / PTA Sby yang membatalkan putusan
Pengadilan Agama Probolinggo.

2. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.”’ Adapun
sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari
sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.* Sedangkan
data primer dalam penelitian ini adalah berupa :

1. Salinan putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 063 / Pdt.G /
2007 / PA Prob.

2. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 184 / Pdt.G /
2007 / PTA Sby.

3. Undang-undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan
Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-

Undang No.7 tahun 1989.

%" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, edisi revisi VI,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 13, 2006) 129

2 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, edisi ke 7
(Bandung: Tarsito, Cet. 2, 1985) 163
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b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang

sifatnya melengkapi data primer. Sumber data sekunder ini meliputi :

1) M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika)
2006

2) M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama, (Jakarta : Sinar Grafika) 2001

3) Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya : PT
Bina [lmu) 1964

4) R. Soesilo, RIB / HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dengan
penjelasannya, Bogor, Politeia, 1989

5) R. Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta : Sinar
Grafika) 1999

6) Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT
RajaGrafinda) 1994

7) Sudikno Mertokusumo, Hukwm Acara Perdata Indonesia,

(Yogyakarta : Liberty) 1998

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi beberapa

hal, antara lain :

a.

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang

tertulis. Benda tertulis ini dapat berupa buku-buku, majalah, notulen
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rapat, catatan harian dan sebagainya. Tetapi yang dijadikan penelitian di
sini mengenai dokumen-dokumen dalam perkara sengketa kompetensi
relatif di Pengadilan Agama.

Wawancara. Menurut Prof. Dr. Sugiono, wawancara merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu.” Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara kepada
hakim Pengadilan Agama Probolinggo dan Pengadilan tinggi Agama
Surabaya untuk memperoleh informasi tentang dasar hukum
pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 063 / Pdt.G / 2007 /

PA Probolinggo.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat

kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian penulis analisis dengan

menggunakan metode : Verifikatif analisis yaitu penulis menilai antara teori

dengan fakta atau kenyataan dilapangan, artinya setelah mengetahui gambaran

proses beracara hingga dijatuhkannya putusan eksepsi dalam perkara cerai

gugat, kemudian penulis menganalisis apakah dalam penerapan acara eksepsi

tersebut telah sesuai dengan teori hukum yang ada, khususnya hukum acara

yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Deduktif yaitu penulis

% Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, Cet.4,

2008) 231
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memaparkan permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau
dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus.
Maksudnya, data atau arsip putusan tentang eksepsi secara umum dianalisis
sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan tentang analisis terhadap
penerapan eksepsi dalam perkara cerai gugat.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi atas lima bab dengan sistematika pembahasan
sebagai berikut :

Bab I ini adalah Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang
meliputi : data yang dikumpulkan, sumber data, metode analisis data dan
sistematika pembahasan.

Bab II ini, penulis memaparkan tentang landasan teori, yang meliputi
uraian tentang kompetensi absolute Peradilan Agama, pengertian, batas
kompetensi absolut, tujuan pembatasan kompetensi absolute Peradilan Agama,
kompetensi relatif Peradilan Agama, pengertian, patokan kompetensi relatif
secara umum, kompetensi relatif di bidang cerai gugat, eksepsi terhadap
kompetensi relatif Peradilan Agama, meliputi : pengertian dan tujuan diajukan,
macam-macam eksepsi, tata cara mengajukan eksepsi, tata cara menyelesaikan

eksepsi, penyelesaian kompetensi Peradilan Agama.
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Bab III memuat tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
tentang kompetensi relatif Peradilan Agama, gambaran umum Pengadilan Tinggi
Agama, kedudukan dan kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Visi dan
misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, struktur organisasi Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya, deskripsi kasus sengketa kompetensi relatif, dasar hukum
pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab IV Merupakan analisis yang terdiri dari dua pokok bahasan yakni
pertama, analisis Undang-Undang No. 03 tahun 2006 terhadap dasar hukum
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutus perkara No.
063 / Pdt.G / 2007 / PA Prob, kedua analisis Undang — Undang No. 03 Tahun
2006 terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 063 /
Pdt.G / 2007 / PA Prob. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang
sengketa kompetensi relatif Peradilan Agama.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
kesimpulan adalah penjelasan mengenai inti sari dari apa yang telah dihasilkan
dalam pembahasan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang
telah diuraikan oleh penulis pada bab pertama. Diikuti juga saran-saran yang
ditujukan kepada pembaca secara umum, khususnya yang berkepentingan
terhadap masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta sebagai kritikan terhadap

penulis yang bersifat membangun.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPETENSI

PERADILAN AGAMA

A. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

1.

Pengertian Kompetensi Absolut

Dalam kamus ilmiah, kata kompetensi mempunyai banyak arti, di
antaranya : kecakapan, kewenangan, kekuasaan, kemampuan.*® Sedangkan
kata absolut berarti mutlak, kuasa penuh dan tidak terbatasi, tidak terbatas,
tidak bersyarat.’! Secara istilah, pengertian kompetensi absolut ini sangat
beragam, tergantung para pakar hukum memberikan pengertiannya, di
antaranya :
Menurut A. Roihan Rosyid, kompetensi absolut berarti kekuasaan pengadilan
yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara ataun jenis pengadilan
atau tingkatan pengadilan lainnya.

Menurut Dr. Mardani, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan
untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).*®

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan

Agama mempunyai kewenangan yang bersifat absolut (mutlak), yaitu perkara

Cet. INI,

% Pius A Partanto, Kamus limiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994) 353

3! Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, 3

%2 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
1994) 27

33 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009) 53

20
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perdata tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang No.
7 tahun 1989.**
2. Batas Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai
kewenangan yang bersifat mutlak. Kewenangan mutlak ini dapat dilihat dalam
pasal 49 dan 50 Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 yang telah dirubah
menjadi pasal 50 tahun 2009.
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
islam di bidang :
a) Perkawinan,
b) Waris;
c) Hibah;
d) Wakaf,
e) Zakat,
f) Infaq;
g) Shadaqoh; dan
h) Ekonomi syari’ah.*

Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan sebagaimana
pasal 49 huruf (a) di atas sangat luas, di antaranya adalah :
Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang

dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

1) Izin beristeri lebih dari seorang;

3 Undang-undang No. 7 tahun 1989 ini terdapat 2 perubahan, yang pertama undang-undang
nomor 6 tahun 2006, yang kedua adalah undang-undang nomor 50 tahun 2009.
3 Undang-undang No. 7 tahun 1989 , Pasal 49
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2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun,
dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan
pendapat;

3) Dispensasi nikah;

4) Pencegahan pernikahan;

S) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,

6) Pembatalan perkawinan,

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istert;

8) Perceraian karena talak;

9) Gugatan Perceraian;

10) Penyelesaian harta bersama;

11) Penguasaan anak-anak;

12)Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

13)Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) Pencabutan kekuasaan wali;

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut;

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur
18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya;

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada
dibawah kekuasaannya;

20)Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum islam;

21)Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran;

22)Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain;*®

Sedangkan dalam bidang waris, Pengadilan Agama berwenang
mengadili atau menetapkan : siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

36 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengamar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 286
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pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan bagian masing-masing.”’

Dalam bidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang
mengadili tentang perkara : Bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah,
asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah,
dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah,
pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan
syariah dan bisnis syari’ah.*®

3. Tujuan Pembatasan Kompetensi Absolut Dilingkungan Peradilan

Setiap pengadilan mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut. Tujuan
adanya penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan
peradilan adalah agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
tertib antar masing-masing lingkungan peradilan.*® Masing-masing berjalan
pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui, tidak saling berebut
kewenangan. Disamping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman
yang tertib, sekaligus memberi ketenteraman dan kepastian bagi masyarakat
pencari keadilan, dilingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa

dan memutus sengketa yang sedang mereka hadapi.

37 Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 03 Tahun 2006

%8 Penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 03 Tahun 2006

* M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. IT1, 2005) 102
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B. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama
1. Pengertian Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu
jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan
yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.” Misalnya Pengadilan Negeri
Magelang dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, antara Pengadilan Agama
Surabaya dengan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Menurut Dr. Mardani, kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili
berdasarkan wilayah atau daerah.*' Berdasarkan pengertian ini, dapat diambil
kesimpulan bahwa setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum
(yurisdiksi relatif) meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, sebagaimana
pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 yang telah dirubah
menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

2. Patokan Kompetensi Relatif Secara Umum

Secara umum, penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan
yang menetapkan ke pengadilan mana gugatan diajukan, agar gugatan
memenuhi syarat formil. Berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142
Rbg, ada beberapa faktor yang menjadi patokan menentukan kompetensi
relatif suatu peradilan. Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Faktor Tempat Tinggal Tergugat

“* Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 25
! Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar ‘iyah, 53
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Sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat
tergugat tinggal,”? karena tergugat masih dianggap seorang yang benar
selama tidak ada bukti yang menyatakan kesalahannya. Oleh karena itu,
tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti
kebenaran gugatan penggugat, schingga tidak dapat dipaksa berkorban
untuk kepentingan pihak penggugat yang belum tentu tinggal satu kota
atau daerah dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di
tempat tinggal penggugat. Faktor ini diatur dalam HIR pasal 118 ayat (1)
yang menyatakan bahwa :

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan
Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani
oleh penggugat atau kuasanya menurut pasal 123, kepada ketua
Pengadilan negeri didaerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika
tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebenarnya.*’

Asas ini disebut dengan istilah actor sequitur forum rei.

Berdasarkan pasal di atas, gugatan dapat diajukan ditempat
kediaman dan tempat tinggal tergugat. Agar tidak terjadi kesalahfahaman
antara tempat kediaman dan tempat tinggal, penulis jelaskan

pengertiannya. Tempat kediaman adalah tempat di mana seorang berdiam,

mungkin di rumah peristirahatannya di puncak.* Sedangkan tempat

1982) 53

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,

“R. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasannya, (Bogor: Politeia, 1989) 76.
“ R Subekti, Kitab Undang-Undang Hulkum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) 6
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tinggal adalah tempat di mana seorang menempatkan pusat kediamannya,
hal ini dapat dilihat dari kartu tanda penduduknya.*’
b. Faktor Jumlah Tergugat Dikaitkan dengan Tempat Tinggal Para Tergugat

Apabila dalam suafu gugatan, terdapat beberapa pihak tergugat
dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan
Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah
seorang tergugat tinggal.*® Faktor ini berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR,
yang berbunyi :

Apabila tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam
itu diajukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal salah
seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.”’

Apabila penggugat telah memilih salah satu tempat kediaman
tergugat, kewenangan relatif jatuh kepada pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat yang dipilih oleh
penggugat, dan dengan sendirinya gugur kewenangan relatif Pengadilan
Negeri yang lainnya.

c. Faktor Tempat Tinggal Tergugat “ Tidak di Ketabui “
Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula
sebenarnya ia berdiam tidak diketahwi atau kalau ia tidak dikenal, maka

gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal

45 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Bandar
Maju, 1997) 12

* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I,
1998) 87

“TR. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasarmya, 77
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penggugat atau salah seorang pengguga’t.48 Dasar ditetapkannya gugatan
ini sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR.
d. Faktor Objek Gugatan Terdiri dari Benda “Tidak Bergerak™
Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan
diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut
terletak.*” Misalnya tanah yang diperkarakan terletak di Kabupaten Bogor,
sedangkan pihak tergugat bertempat tinggal di Kotamadya Bandung, dan
penggugat tinggal di Jakarta Barat. Dalam kasus ini, faktor yang menjadi
patokan menentukan kompetensi relatif bukan tempat tinggal tergugat,
tidak pula tempat tinggal penggugat, tetapi ditentukan oleh “letak™ tanah
atau benda yang tidak bergerak. Oleh karena tanah yang di perkarakan
terletak di Kabupaten Bogor, yang kompeten mengadili ialah Pengadilan
Negeri / Agama Bogor.
e. Faktor Pemilihan Domisili
Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta,
maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang
dipilih dalam akta tersebut. Dengan adanya penegasan pemilihan
domosili, ikut menjadi faktor menentukan patokan kompetensi relatif. Hal

ini sesuai dengan pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi :

“8 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar ‘iyah
di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, Cet.IL, 2005) 12

% Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Prenada
Media, Cet.IL, 2006) 104
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Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan,
maka penggugat jika ia suka dapat memasukkan surat gugat itu kepada

ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat
kedudukan yang dipilih itu.*

C. Kompetensi Relatif di Bidang Cerai Gugat

Dalam menentukan kompetensi relatif perkara cerai gugat, berdasarkan

pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen untuk kedua

kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Ini merupakan asas “Lex

Specialis derogate Lex Generalis” , untuk lebih jelasnya penulis paparkan

sebagai berikut :

1) Kompetensi Relatif Ditentukan Pada Faktor Tempat Tinggal Penggugat

Dalam perkara cerai gugat, istri sebagai penggugat jika ingin bercerai
dengan suaminya. Maka gugatannya harus diajukan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya (istri). Asas ini merupakan
pengkhususan (lex specialis) dari pada asas (/ex generalis) yang menyatakan
gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei).

Dasar ditetapkannya gugatan ini adalah pasal 132 KHI jo.”' pasal 73
ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi :

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat.”

hal. 40

0 R. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasarnmya, 17
3! Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008)

52 pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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Kompetensi Relatif Ditentukan Faktor Tempat Kediaman Tergugat

Ketentuan gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi
tempat kediaman tergugat dalam perkara cerai gugat adalah berdasarkan pada
pasal 73 ayat (1) kalimat terakhir, yang menyatakan jika penggugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Sebagaimana pasal di atas, kemutlakan patokan faktor tempat
kediaman isteri dalam menentukan kompetensi relatif secara mumi dan
konsekuen digantungkan pada syarat, isteri masih bertempat tinggal ditempat
kediaman bersama, atau kepergiannya meninggalkan tempat kediaman
bersama atas izin suami (tergugat).”® Jika isteri meninggalkan tempat
kediaman bersama, maka haknya untuk mengajukan gugatan di pengadilan
yang mewilayahi tempat kediaman penggugat (isteri) menjadi lenyap dan
gugur dengan sendirinya.

Kompetensi Relatif Berdasarkan Faktor Tempat Tinggal atau Tempat
Kediaman “Tergugat”

Faktor ini di dasarkan pada pasal 73 ayat (2) yang berbunyi :

Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat.>*

53 M. Yahya Harahap, Kedudiukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 210
3% Achmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan, 225



4) Faktor Suami Isteri Bertempat Kediaman di Luar Negeri

Apabila suami isteri bertempat kediaman di luar negeri, maka terdapat
dua alternatif dalam mengajukan gugatan, di antaranya :

a. Boleh" diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya
meliputi tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan.
b. Dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”’

Apabila isteri telah mengajukan gugatan ke salah satu pengadilan,
dengan sendirinya gugur kewenangan Pengadilan Agama yang selebihnya.
Faktor ini di dasarkan pada pasal 73 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun
1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun
2009.

D. Eksepsi Terhadap Kompetensi Peradilan Agama
1. Pengertian Eksepsi dan Tujuan Diajukan

Dalam pengertian ini, penulis akan jelaskan secara harfiah dan istilah.
Secara harfiah kata eksepsi berarti tangkisan, penyangkalan, penghindaran,
dan pengecualian.“’ Sedangkan secara istilah, pengertian eksepsi ini sangat
beragam sesuai dengan pandangan para pakar hukum, di antaranya :

Menurut Roihan A Rasyid, eksepsi adalah tangkisan, maksudnya bantahan
dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan karena tergugat digugat oleh

penggugat yang tujuannya supaya pengadilan tidak menerima perkara yang
diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.”’

5% M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, 212
56 pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, 132
57 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 108
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Menurut Abdul Manan, eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak
menyangkut pokok perkara, pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat
formal tetapi bisa juga alasan materiil.”®

Sedangkan menurut Chatib Rasyid, eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan
tgrhadap suatu gugatan atau perlawanan yax;g menyatakan bahwa pengadilan
tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan
diajukannya eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan
tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.

2. Macam — Macam Eksepsi

Lembaga eksepsi ini sangat formal dan Pengadilan Agama
mempergunakannya karena menurut kepada acara perdata Peradilan Umum.
Tentang eksepsi atau tangkisan, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi saja
yaitu perihal tidak berkuasanya hakim pengadilan untuk memeriksa perkara
yang diajukan oleh penggugat. 60

Secara teoretis, pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua
kelompok dan masing-masing terdiri dari beberapa jenis.’! Akan tetapi, dalam
praktek jarang dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi yang
diajukan, yang penting eksepsi yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya. Dalam praktik hukum acara perdata yang berlaku saat ini, eksepsi

tergugat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2006) 218

% Chatib Rasyid, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,
(Yogyakarta: UII Press, 2009) 85

% Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 108

! M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 432
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a) Eksepsi Prosesual ( Processuele Exceplie )

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksepsi prosesuil adalah upaya
yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan.%’ Berdasarkan
hukum acara perdata, jenis eksepsi ini berkenaan dengan syarat formal
gugatan. Apabila yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan
yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat
diterima ( niet onvantkelijke verklaard).

Secara garis besar, eksepsi atau tangkisan yang termasuk dalam
kelompok ini antara lain :

1) Eksepsi Absolut

Eksepsi absolut adalah tangkisan yang diajukan oleh tergugat
kepada Pengadilan Agama, dengan tujuan agar hakim menyatakan
dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang
diajukan kepadanya, karena perkara tersebut bukan menjadi
kewenangan pengadilan yang bersangkutan, melainkan menjadi
kewenangan badan peradilan yang lain.®> Misalkan istri non muslim
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, namun ketika
pemeriksaan dipersidangan, suami mengajukan jawaban berupa
eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang

mengadili dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, karena

%2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 122
% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 219
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b) Eksepsi Materiil ( material exeptie )

Eksepsi materil yaitu eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar
hakim yang memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak
melanjutkan pemeriksaannya karena dalil gugatannya bertentangan
dengan hukum perdata ( hukum materil ).8" Eksepsi yang termasuk
kelompok ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Eksepsi Dilatoir
Tujuan diajukannya eksepsi ini adalah untuk menggagalkan
suatu gugatan, dengan alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat
belum tiba saatnya untuk diajukan atau posita gugat masih tergantung
pada saat yang belum terpenuhi.®® Misalnya utang yang belum saatnya
ditagih, penggugat minta utang itu dibayar, karena tergugat tidak mau
membayar maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan.
b. Eksepsi peremtoir
Eksepsi ini menyangkut pokok perkara, atau meskipun tergugat
mengakui dalil gugat tetapi tergugat mengemukakan keterangan
tambahan yang sangat prinsipal.®’ Misalnya tergugat mengakui
memang benar ada hutang pada penggugat, tetapi hutang itu sudah
dibayar lunas oleh tergugat, jadi tidak ada alasan lagi bagi penggugat

untuk menggugat hutangnya kepada penggugat.

7 Chatib Rasyid, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama, 86
8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 220
¢ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 221
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c. Eksepsi Aan hanging Beding
Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama sekarang
masih bergantung, masih dalam proses pengadilan lain, dan belum ada
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”” Tergantungnya
perkara ini dalam proses pemeriksaan karena pengadilan yang
mengadili perkara tersebut sedang menunggu fatwa dari Mahkamah
agung RI karena kemungkinan terjadi perselisihan kewenangan
mengadili antar pengadilan yang berbeda atau pengadilan yang
mengadili perkara tersebut terpaksa menghentikan pemeriksaan
sementara karena saksi — saksi belum ada atau dapat diajukan.
d. Eksepsi Plurium Litis Consortium
Eksepsi ini merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa
seharusnya digugat pula tergugat — tergugat yang lain, tidak hanya
tergugat sendiri yang menjadi tergugat. Tanpa menggugat tergugat
yang lain maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap, sebab ada
keharusan dalam hukum acara perdata bahwa para pihak dalam
gugatan harus dicantumkan secara lengkap.”’
Jadi, tujuan diajukannya eksepsi imi adalah untuk
menggagalkan suatu gugatan yang tergugatnya belum lengkap,

seharusnya gugatan a quo ditujukan terhadap semua tergugat.

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 221
™. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 439



36

e. Eksepsi Obscuur Libel
Tujuan diajukannya eksepsi ini adalah agar hakim memutus
bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima ( niet ontvankelijk
verklaard ) karena gugatan yang diajukan itu tidak jelas
permasalahannya. ™
3. Tata Cara Pengajuan Eksepsi
Tata cara pengajuan eksepsi telah di atur dalam pasal 125 ayat (2),
pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 HIR. Berdasarkan pasal-pasal ini, terdapat
perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis
eksepsi yang bersangkutan.
a. Cara Mengajukan Eksepsi Absolut
Menurut pasal 134 HIR maupun pasal 132 Rv, eksepsi absolut
dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan
dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan.” Secara ex-officio hakim
karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili
perkara yang diperiksanya, jika perkara tersebut bukan menjadi
wewenangnya, meskipun tergugat tidak mengajukannya. Hal ini senada
dengan pasal 132 Rv sebagai berikut :
“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka

ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena
jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. *’

72 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 222
™ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 420
74 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 34
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putusan yang menegaskan apakah pengadilan yang bersangkutan
berwenang atau tidak memeriksanya.

Setelah tahap pemeriksaan, tahap selanjutnya adalah putusan,
kemungkinan eksepsi tersebut ditolak dan Jjuga dikabulkan, untuk lebih
Jelasnya penulis utarakan bentuk putusan eksepsi tersebut :

1) Eksepsi ditolak

Apabila eksepsi ditolak oleh pengadilan karena tidak beralasan,
maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekalian
diperintahkankan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara
tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya
dijatuhkan putusan akhir.”’

Karena bentuk putusan yang menolak eksepsi prosesual
tersebut bersifat putusan sela, maka putusan tersebut secara otomatis
tidak dapat dimintakan upaya banding secara tersendiri, tetapi harus
bersama-sama dengan putusan akhir. Jadi apabila pihak tergugat ingin
mengajukan banding terhadap eksepsinya yang ditolak, maka tergugat
harus menunggu sampai Pengadilan menyatakan Putusan akhir atas
pokok perkara.

2) Eksepsi dikabulkan.
Apabila eksepsi dibenarkan, maka putusan pengadilan yang

bersangkutan berbunyi bahwa “ Pengadilan Agama tidak berwenang

77 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek, 41
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untuk mengadili perkara tersebut.”® Dengan dibenarkannya eksepsi
oleh pengadilan, perkara tersebut telah selesai pada tingkat pertama
dan kalau pihak penggugat merasa tidak puas terhadap putusan yang
demikian itu, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
b) Cara Menyelesaikan Eksepsi Selain Eksepsi Prosesual ( absolut dan
relatif')

Cara menyelesaikan eksepsi selain prosesual adalah diperiksa dan
diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian
pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara
dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. 7

Setelah pemeriksaan eksepsi yang dilakukan oleh majlis hakim,
kemudian hakim akan memutus eksepsi itu. Putusan itu dapat diterima dan
juga ditolak. Bentuk putusan tersebut penulis jelaskan sebagai berikut :

» Eksepsi Diterima , Putusan Bersifat Negatif.
Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan
eksepsi, dengan amar putusan :*°
* Mengabulkan eksepsi tergugat, dan
= Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet

onvankelijke verkaard)

78 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 427
" M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 428
¥ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 428
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> Eksepsi Ditolak, Putusan Bersifat Positif Berdasarkan Pokok Perkara.
Apabila hakim menolak eksepsi; putusan akhir yang dijatuhkan
bersifat positif. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi
pokok perkara, sehingga :
O Putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang
terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat.
O Bentuk penyelesaian terkandung dalam putusan yang bersifat
positif
a) Menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan
kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan, tetap sah
menurut hukum.
b) Mengabulkan gugatan dibarengi dengan diktum yang
menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa

tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.®'

E. Penyelesaian Sengketa Kompetensi Peradilan Agama
Berbicara mengenai penyelesaian sengketa kompetensi relatif
berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama. Pasal 51 ayat 1 dan
2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa :
(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 429
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Setiap perkara yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama, baik
perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infaq,
shadaqoh dan ekonomi syari’ah di mana pihak yang dikalahkan tidak terima
atas putusan tersebut dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat kedua
(banding), hal ini sebagaimana pasal 51 ayat 1 di atas.

(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan
Agama di daerah hukumnya.*

Apabila terjadi sengketa kompetensi / kewenangan mengadili antara
Pengadilan Agama satu dengan Pengadilan Agama yang lain, maka
penyelesaiannya ialah dengan mengajukan pemeriksaan perkara sengketa
kompetensi tersebut ke tingkat banding, dalam hal ini yang berhak
mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini
sesuai dengan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Sebagai contoh Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo.
Dalam persidangan pertama, suami mengajukan eksepsi relatif dengan
mengatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah
Pengadilan Agama Malang dengan dalil bahwa isterinya pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Oleh karena itu timbullah
sengketa kewenangan mengadili, karena pihak penggugatpun mengatakan

bahwa Pengadilan Agama Probolinggo.

52 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 267
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Setelah pemeriksaan ditingkat pertama, hakim mengatakan berwenang
mengadili perkara tersebut. Karena pihak tergugat tidak terima atas putusan
hakim Pengadilan Agama, maka ia mengajukan banding di Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Dalam pemeriksaan di tingkat banding, hakim menemukan
fakta bahwa ia (penggugat) benar — benar pergi meninggalkan kediaman
bersama tanpa izin tergugat sehingga hakim Pengadilan Tinggi Agama
menyatakan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan
Agama Malang. Hal ini sebagaimana pasal 73 ayat 1 UU No. 7 ayat 1989.

Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara sengketa
kompetensi Peradilan Agama dalam Tingkat Pertama dan Terakhir. Hal ini
bersifat final, artinya setelah Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara
tersebut, maka perkara tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum apa pun

yang dapat mengoreksi dan membatalkan.®

¥ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 178



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TENTANG SENGKETA KOMPETENSI RELATIF
PERADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1.

Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat
banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang nomor 7
tahun 1989 jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 6 tahun 1980.
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di ibu kota Propinsi Jawa
Timur, yaitu kota Surabaya dengan alamat JI. Mayjend Sungkono No. 7
telepon : (031) 5681797 fax : 5680426 Surabaya, 60225, Website :
http : //www.ptasurabaya.go.id.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai kewenangan bersifat
absolut dan relatif. Kewenangan yang bersifat absolut ini dapat dilihat pada
pasal 51 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah menjadi
Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, yang berbunyi :

(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili

ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

43
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Sedangkan kewenangan yang bersifat relatif ini, dapat dilihat pada
pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk
kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Berdasarkan pasal ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai 37
wilayah hukum, antara lain :*

1) Pengadilan Agama Surabaya, kelas 1A

2) Pengadilan Agama Mojokerto, kelas IB

3) Pengadilan Agama Sidoarjo, kelas IB

4) Pengadilan Agama Jombang, kelas IB

5) Pengadilan Agama Bawean, kelas II

6) Pengadilan Agama Gresik, kelas IB

7) Pengadilan Agama Jember, kelas [A

8) Pengadilan Agama Bondowoso, kelas IB
9) Pengadilan Agama Situbondo, kelas IB
10) Pengadilan Agama Banyuwangi, kelas 1A
11) Pengadilan Agama (kodya) Kediri, kelas IB
12) Pengadilan Agama Tulungagung, kelas IA
13) Pengadilan Agama Blitar, kelas IA

14) Pengadilan Agama Trenggalek, kelas IB
15) Pengadilan Agama Bojonegoro, kelas IA
16) Pengadilan Agama Tuban, kelas IA

17) Pengadilan Agama Nganjuk, kelas IB

18) Pengadilan Agama Lamongan, kelas IA
19) Pengadilan Agama Kraksan, 1B

20) Pengadilan Agama Bangil, kelas IB

21) Pengadilan Agama Pasuruan, kelas IB

22) Pengadilan Agama Probolinggo, IB

23) Pengadilan Agama Kab. Malang, kelas II
24) Pengadilan Agama Lumajang, kelas [A
25) Pengadilan Agama (Kodya Madiun), kelas II
26)Pengadilan Agama Ngawi, kelas IB
27)Pengadilan Agama Magetan, kelas IB

28) Pengadilan Agama Ponorogo, kelas IB

¥ Dra. Hj. Chairussakinah Ady, Wawancara, Surabaya, 7 Juni 2010
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29) Pengadilan Agama Pacitan, kelas IB
30) Pengadilan Agama Pamekasan, kelas IB
31) Pengadilan Agama Bangkalan, kelas IB
32) Pengadilan Agama Sampang, kelas IB
33)Pengadilan Agama Sumenep, kelas IB
34) Pengadilan Agama Kagean, kelas II
35) Pengadilan Agama Kab. Kediri, kelas A
36) Pengadilan Agama Kab. Madiun, kelas IB
37)Pengadilan Agama Kodya Malang, kelas IA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Rl nomor 589 tahun 1999
Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas IA
sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama,
kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama, sebagaimana penulis tuangkan dalam
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di atas.

. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah
Agung Rl sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu,
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai visi

tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

a) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama;

b) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern;

c) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK;

d) Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan

Agama.
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai
fungsi sebagaimana Pengadilan Agama / instansi-instansi lain. Struktur
tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan, kewenangan, dan
tanggung jawab pada masing-masing bagian, dengan demikian kelancaran
dari pada proses pelaksanaan sebagai lembaga peradilan tidak mengalami
suatu hambatan. Hal ini sesuai dengan KMA/004/SK/II 1992 jo. Keputusan
Menteri Agama nomor 303/1990, tentang Struktur Organisasi Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya sebagaimana terlampir

B. Deskripsi Kasus Sengketa Kompetensi Relatif®®
1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara sengketa kompetensi relatif ini yang bertindak sebagai
pembanding / tergugat asli adalah Abdullah bin Mustagim (nama samaran),
umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl.
Terusan Borobudur 11 no.24 RT.02 RW.04, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang.

Melawan

Siti Khoiriyah binti Moh. Amin (nama samaran), sebagai terbanding /
penggugat asli, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan--- , bertempat tinggal
di JI. Letjend Suprapto no.92 RT.07 RW 06, Kelurahan Mangunharjo,

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

% Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo
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2. Duduk Perkara ( Posita )

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M bertepatan

dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H nomor : 063/Pdt.G/2007 PA Prob.,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a.

b.

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat (tergugat asli) terhadap
penggugat (penggugat asli).

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat
pelaksanaan akad nikah penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh ribu
rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Probolinggo, bahwa tergugat pada tanggal 26 Juni 2007

telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama

Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil

Akhir 1428 H. nomor 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., permohonan banding
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tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Juni 2007
sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 28 Juni 2007 nomor
063/Pdt.G/2007/PA Prob.

Bahwa, tergugat / pembanding mengajukan memori banding dengan
suratnya tertanggal 4 Juli 2007 dan telah diberitahukan kepada penggugat /
terbanding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 5 Juli 2007 No.
063/Pdt.G/2007/PA.Prob.

Menimbang, bahwa tergugat / pembanding dan penggugat / terbanding
keduanya telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Probolinggo dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang untuk
mempelajan berkas perkara putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal
19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H No.
063/Pdt.G/2007/PA.Prob yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama dan ternyata kedua belah pihak berperkara tidak
melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat
keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Probolinggo
tanggal 18 Juli 2007 No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat / pembanding telah lunas

membayar panjar biaya perkara banding sesuai dengan kwitansi Surat Kuasa
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Untuk Membayar ( SKUM ) tanggal 26 Juni 2007 No.
063/Pdt.G/2007/PA Prob.

Menimbang, bahwa surat — surat yang diajukan oleh tergugat
/ pembanding dan penggugat / terbanding serta salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 juni 2007 M. bertepatan dengan
tanggal 4 Jumadil akhir 1428 H. No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. semuanya
telah diikutsertakan dalam berkas perkara banding ini sehingga harus
dinyatakan sebagai bagian dari putusan banding ini.

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Setelah Putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Probolinggo, tergugat merasa tidak puas atas putusan tersebut, dan mengajukan
banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara
sidang (BAP), surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, alat-alat bukti dan salinan
resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M.
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor
063/Pdt.G/2007/PA.Prob., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara
ini serta mempelajari pula memori banding dari tergugat/pembanding, ternyata

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dapat menyetujui pertimbangan dan
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putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut. Adapun dasar hukum hakim

Pengadilan Agama Probolinggo adalah :

1.

Pasal 125 ayat (2) yang berbunyi “ akan tetapi jika tergugat didalam surat
Jawabannya yang tersebut pada pasal 121 mengemukakan perlawanan
(exceptie) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya,
maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan
Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah
didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka
Ketua Pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”*®

Berdasarkan pasal ini, hakim Pengadilan Agama Probolinggo
menerima eksepsi tergugat karena telah memenuhi prosedur beracara di
Pengadilan Agama yaitu eksepsi hanya dapat diajukan pada sidang pertama
sebelum ia menjawab pokok perkaranya.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 yang berbunyi “
Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. “
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah
kedua kalinya menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi “
gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat “.

¥ Pasal 125 ayat 2 HIR
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Berdasarkan pasal 4 dan 73 ayat (1) tersebut di atas, hakim Pengadilan
Agama Probolinggo menolak eksepsi tergugat karena tempat kediaman
penggugat termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama probolinggo. Adapun
mengenai jawaban tergugat yang menyatakan isterinya (penggugat) pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, hakim
Pengadilan Agama Probolinggo mendasarkan pada replik penggugat yang
tidak dibantah oleh tergugat, di mana replik penggugat berisi bahwa kepergian
penggugat karena mendapat ancaman tergugat dan merasa tidak aman atas
keselamatan diri penggugat dari mara bahaya yang akan ditimbulkan oleh
tergugat. Selain itu Pengadilan Agama Probolinggo juga mendasarkan pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

. Putusan Mahkamah Agung tentang perceraian tanggal 28 Maret 1956 No. 56
K/Sip/1956. Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung ini sangat mirip
dan bahkan sering terjadi di lingkungan Peradilan Agama, sehingga sudah
sepatutnya putusan Mahkamah Agung ini hendaknya dijadikan rujukan yang
patut dikaji dalam menghadapi kasus perceraian yang diajukan oleh isteri
sebagai pihak yang lemah terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama
karena diancam dan diusir oleh tergugat (suami).

Mengadili

- Menolak eksepsi tergugat.
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- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang mengadili
perkara perceraian tersebut.

- Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melanjutkan
perkara tersebut.

- Menangguhkan pembebanan biaya perkara kepada penggugat sampai
putusan akhir.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Agama Probolinggo tersebut tidak tepat, oleh karenanya Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan dan memutuskannya dengan
pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan berita acara sidang
Pengadilan Agama Probolinggo dalam menyidangkan perkara ini tanggal 27
Maret 2007 M, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain : sidang
tersebut adalah sidang pertama yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, lalu
tergugat dalam jawaban pertamanya tersebut mengajukan eksepsi, yaitu keberatan
perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Probolinggo, walaupun sekarang
ini tidak di Malang, tetapi penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin tergugat sebagai suaminya dan tanpa alasan yang sah.

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, maka fakta hukumnya adalah :
tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif pada jawaban pertama,

dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi
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dari tergugat dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR dan
sesuai juga dengan praktek peradilan yaitu putusan Mahkamah Agung R1 Register
nomor : 1340 K/ Sip/ 1971 tanggal 13 September 1972 antara lain dinyatakan :
“eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan dalam jawaban pertama,
kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka hal ini tidak dapat
diajukan lagi.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan berita acara
persidangan yang berisi : Terhadap eksepsi tergugat, penggugat menjawab dengan
lisan pada pokoknya penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sejak
bulan Januari 2007 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal,
tergugat tetap tinggal di rumah bersama dan penggugat tinggal di rumah orang
tuanya, lalu pindah ke Probolinggo di rumah kakak penggugat dan kepergian
penggugat karena takut terhadap ancaman tergugat.

Bahwa ditemukan fakta pula berdasarkan surat gugatan penggugat
tertanggal 26 Pebruari 2007 pada angka 4, antara lain dapat disimpulkan pada
pokoknya antara tergugat dan orang tua penggugat bertengkar karena orang tua
penggugat meminjam tempat tinggal tergugat untuk dipakai perhelatan
pernikahan adik kandung penggugat tetapi tergugat tidak mengizinkannya, atas
pertengkaran tersebut penggugat tersinggung lalu pergi meninggalkan rumah
tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya, kemudian pindah ke rumah

kakaknya di Probolinggo.
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Bahwa atas dasar pengakuan-pengakuan dari penggugat tersebut,

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa -

1.

Pada dasarnya pertengkaran itu adalah antara tergugat dengan orang tua
penggugat, karena orang tua penggugat akan meminjam rumah untuk
perhelatan pemikahan adik penggugat, sedangkan ikut campurmnya penggugat
dalam pertengkaran bukan menjadi penengah tetapi membela kepentingan
orang tuanya.

Penggugat mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan tergugat dari tempat
tinggal bersama adalah karena merasa tersinggung atas pertengkaran tersebut
bukan karena diusir atau diancam oleh tergugat sebagai suaminya.

Tidak ada bukti bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat
tinggal bersama atas izin tergugat sebagai suaminya.

Penggugat tidak menjelaskan tentang ancaman dari tergugat sehingga tidak
Jelas, oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa atas dasar fakta-fakta dan kesimpulan diatas, maka ditemukan

fakta hukumnya adalah : Penggugat sebagai isteri telah dengan sengaja pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari tergugat sebagai

suaminya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat

bahwa dalil eksepsi tergugat telah terbukti, dibuktikan dengan pengakuan

penggugat, karena pengakuan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal
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174 HIR. Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tergugat telah terbukti,
maka eksepsi tergugat harus dikabulkan.”’

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara yang
diajukan oleh penggugat/terbanding adalah merupakan kewenangan pengadilan
yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana penggugat bertempat kediaman
yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009
bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo, oleh karenanya
putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut yang menyatakan dirinya
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus dibatalkan.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat /
pembanding dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni
2007 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H, nomor :
063/Pdt.G/2007/PA Prob, yang dimohonkan banding.

Dengan Mengadili Sendiri :
» Menyatakan perkara yang diajukan oleh penggugat / terbanding yang terdaftar

di Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 26 Pebruari 2007 nomor :

¥ Drs. H. Ihsan Yusuf, SH. M.Hum, Wawancara dengan Hakim PTA Surabaya, Surabaya,
7 Juni 2010 M
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063/Pdt.G/2007/PA.Prob., adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama
Probolinggo tetapi wewenang Pengadilan Agama Malang,
» Membebankan kepada tergugat / pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Putusan tersebut dijatuhkan di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 4
Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1428 H, dalam sidang
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh DR. H. Syaifuddin
Noor Hadi, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Munawar dan
Drs. H. Ichsan Yusuf, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh
Mukolili, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak

pembanding / terbanding.



BAB IV

ANALISIS UNDANG — UNDANG No. 03 TAHUN 2006 TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA TENTANG SENGKETA
KOMPETENSI RELATIF PERADILAN AGAMA

A. Analisis Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Terhadap Dasar Hukum
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menolak
Eksepsi Tergugat

Sebagaimana penulis jelaskan di BAB II, sengketa kompetensi relatif ini
berhubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama yang bersifat relatif atau
wilayah hukum. Sengketa wilayah hukum ini sebenarnya tidak akan terjadi jika
para penegak hukum mengerti, faham dan mau melaksanakan hukum acara
perdata Peradilan Agama ( Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 ).

Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah
menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten atau kota.®® Berdasarkan pasal
tersebut, Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan relatif yang meliputi
kabupaten atau kota, yang terbagi menjadi beberapa kecamatan, kelurahan dan
desa. Kompetensi relatif ini juga bgrhubungan dengan ke mana gugatan di ajukan.
Dalam perkara cerai gugat, cara mengajukan gugatan telah dijelaskan di dalam

pasal 73 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006.

% Pasal 4 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
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Ayat 1 berbunyi : “ Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau
kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin tergugat. **“ Berdasarkan ayat 1 ini, gugatan
perceraian secara normal dapat diajukan di Pengadilan yang meliputi tempat
kediaman penggugat, tetapi jika tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin tergugat, maka tempat mengajukan gugatan berbalik dari
tempat kediaman penggugat menjadi tempat kediaman tergugat.

Ayat 2 berbunyi : “ Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar
negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman tergugat.” Sedangkan ayat 3 berbunyi : “ Dalam hal
penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan
mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkara cerai
gugat di mana tergugat mengajukan eksepsi relatif telah menjatuhkan putusan
dengan menolak eksepsi relatif dan menyatakan Pengadilan Agama Probolinggo
berwenang mengadili. Sedangkan dasar hukum hakim dalam memutus sengketa

kompetensi relatif adalah :

® Ppasal 73 ayat 1 Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 yang telah di amandemen menjadi
No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 yang bunyinya
adalah :

Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 jo. pasal 132 KHI*® yang
bunyi pasalnya sebagaimana di atas. Menurut penulis, hakim Pengadilan Agama
dalam menetapkan putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata di
lingkungan Peradilan Agama yaitu “gugatan perceraian diajukan oleh isteri
kepada Pengadilan yang daerah hukunya meliputi tempat kediaman penggugat”.
Karena tempat kediaman penggugat di Jl. Letjend Suprapto Kelurahan
Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dan hal ini telah masuk
dalam kekuasaan relatif Pengadilan Agama Probolinggo sebagaimana penulis
jelaskan di bab III tentang kekuasaan relatif Pengadilan Agama Probolinggo.
Akan tetapi dalam sidang pertama, tergugat mengajukan eksepsi yang
menyatakan Pengadilan Agama Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara
tersebut dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Malang, karena
penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana pasal 73
ayat 1 bunyi terakhir “kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Jika demikian halnya, menurut
Penulis hakim Pengadilan Agama Probolinggo telah salah menetapkan bahwa

dirinya berwenang mengadili perkara tersebut karena melanggar katentuan pasal

% pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
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73 ayat 1 bunyi terakhir, “kecuali apabila penggugat dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

. Analisis Undang-Undang No. 03 Tabun 2006 Terhadap Dasar Hukum
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Sengketa Kompetensi
Relatif Peradilan Agama

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu hendaknya merupakan yang
dapat menyelesaikan persengketaan dan mempunyai kekuatan hukum serta dasar-
dasarnya, dan menetapkan (kedudukan hukum) masing-masing pihak yang
bersengketa itu. Hanya oleh karena kemungkinan terjadinya kesalahan pada
putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim itu selalu ada, maka kepada hakim
Pengadilan Tinggi Agama diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan
pengadilan yang ada dibawahnya, dan membatalkan putusan yang dipandang
tidak benar atau membetulkan putusan yang perlu dibetulkan, dan jika putusan itu
telah benar, maka ditetapkannya sebagaimana adanya (menguatkan).”!

Hal ini sebagaimana Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
mengadili perkara sengketa kompetensi relatif (wilayah hukum) antara
Pengadilan Agama Probolinggo dengan Pengadilan Agama Malang. Dalam
pemeriksaannya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menjatuhkan

putusannya dengan menyatakan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan

*! Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, (Surabaya : PT Bina limu) 81
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Agama Malang. Adapun dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
adalah :

Setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama berkas
perkara yang terdiri dari berita acara sidang, bukti surat dan salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan tanggal 4
Jumadil Akhir 1428 H. No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. dan setelah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Probolinggo
dalam perkara ini serta mempelajari pula memori banding dari tergugat
(pembanding), ternyata Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dapat
menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Probolinggo, karena
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama
Probolinggo tersebut tidak tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan
mempertimbangkan dan memutuskannya dengan pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

Dalam persidangan ditemukan fakta, bahwa tergugat mengajukan
eksepsi relatif dengan alasan penggugat (terbanding/istri) meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami) dan tanpa alasan yang sah.
Menurut penulis, dengan diterimanya eksepsi tergugat oleh Pengadilan Tinggi
Agama tersebut telah sesuai dengan hukum .acara perdata, yaitu pasal 133 HIR

dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1340 K/Sip/1971. *2

*2R. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasannya, (Bogor: Politeia, 1989) 93
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Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta dalam
berita acara persidangan Pengadilan Agama Probolinggo, berita acara tersebut
berisi terhadap eksepsi relatif tergugat penggugat menjawab secara lisan pada
pokoknya penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sejak bulan Januari
2007 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat tetap
berada di rumah kediaman dan penggugat tinggal di rumah orang tuanya lalu
pindah ke Probolinggo di rumah kakak penggugat dan kepergian penggugat
karena takut terhadap ancaman tergugat.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga menemukan fakta di surat
gugatan penggugat, dinyatakan bahwa tergugat dan orang tua penggugat
bertengkar karena orang tua penggugat meminjam tempat tinggal tergugat untuk
dipakai perhelatan pernikahan adik kandung penggugat tetapi tergugat tidak
mengizinkannya. Atas pertengkaran tersebut penggugat tersinggung lalu pergi
meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya, kemudian
ke rumah kakaknya di Probolinggo.

Bahwa atas dasar pengakuan penggugat, Hakim Pengadilan Tinggi
Agama menyimpulkan, bahwa pada dasarnya pertengkaran antara tergugat
dengan orang tua penggugat disebabkan karena orang tua penggugat mau
meminjam rumah untuk acara pernikahan adik kandung penggugat, sedangkan
ikut campurnya penggugat dalam pertengkaran bukan menjadi penengah tetapi
membela kepentingan orang tuanya. Penggugat mengakui bahwa kepergiannya

meninggalkan tergugat dari rumah tempat tinggal bersama adalah karena merasa
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tersinggung atas pertengkaran tersebut dan bukan diusir atau diancam. Tidah ada
bukti bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat tinggal bersama
atas izin dari tergugat sebagai suaminya. Penggugat juga tidak menjelaskan
tentang ancaman dari tergugat sehingga tidak jelas, oleh karenanya dalil tersebut
tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, maka Hakim Pengadilan
Tinggi Agama menemukan fakta bahwa penggugat sebagai isteri telah sengaja
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat sebagai
suaminya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil
eksepsi tergugat telah terbukti, dibuktikan dengan pengakuan penggugat, karena
pengakuan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR.**

Oleh karena dalil tergugat telah terbukti, maka eksepsi tergugat harus
dikabulkan. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara yang diajukan
oleh penggugat / terbanding adalah merupakan kewenangan pengadilan yang
mewilayahi tempat di mana penggugat berkediaman yang sah, sesuai dengan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah untuk
kedua kalinya menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yaitu bukan
merupakan Pengadilan Agama Probolinggo, oleh karenanya putusan Pengadilan
Agama Probolinggo yang menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut harus dibatalkan.

P R. Soesilo, RIB / HIR dengan Penjelasannya, 128
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Menurut penulis, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya telah sesuai dengan hukum acara perdata, khususnya hukum acara
Peradilan Agama. Karena penggugat mengakui bahwa ia tidak diusir, atau
diancam oleh tergugat. Tidak adanya bukti bahwa penggugat pergi meninggalkan
tergugat dari tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat (suami). Penggugat juga
tidak menjelaskan ancaman tergugat, sehingga menurut penulis, gugatan/kasus ini
tidak jelas. Menurut Sudikno Mertokusumo apabila gugatan mengandung obscuur
libel, maka gugatan tidak akan diterima.”* Dengan adanya pengakuan penggugat,
menurut penulis, itu telah terbukti karena sesuai dengan pasal 174 :

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun
dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

Berdasarkan pengakuan tersebut, maka yang berwenang menurut penulis
adalah Pengadilan Agama Malang, karena hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 :

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat.

%4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 56



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam skripsi di atas dapat diambil
suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Probolinggo dalam menolak eksepsi tergugat adalah pasal 4 ayat (1), pasal 73
ayat (1) Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 “gugatan perceraian diajukan
oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman penggugat” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 56
K/Sip/1956 yang menyatakan bahwa isteri sebagai pihak yang lemah terpaksa
meninggalkan tempat kediaman bersama karena diancam dan diusir oleh
tergugat (suami). Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Probolinggo
menuntut tergugat untuk membuktikan bahwa penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dengan aman dan tanpa ancaman tergugat, karena tidak
mungkin isteri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa adanya
paksaan atau ancaman tergugat, akan tetapi tergugat tidak dapat
membuktikannya, sehingga hakim Pengadilan Agama Probolinggo
menyatakan benar bahwa penggugat telah diancam oleh tergugat dan akhirnya

hakim Pengadilan Agama Probolinggo menolak eksepsi tergugat.
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2. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya dalam memutus sengketa kompetensi relatif antara dua Pengadilan

Agama dengan menyatakan mengabulkan eksepsi tergugat adalah berdasarkan

pengakuan penggugat atau terbanding bahwa isteri meninggalkan tempat

kediaman bersama bukan karena diusir atau diancam, sebagaimana pasal

174 HIR:

“pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkan sendiri maupun
dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

Sedangkan isi pengakuan penggugat atau terbanding tersebut adalah :

a)

b)

d)

Penggugat mengaku bahwa pada dasarnya pertengkaran itu terjadi antara
tergugat (suami) dengan orang tua penggugat karena beliau (mertua
tergugat) akan meminjam rumah untuk acara resepsi adik penggugat atau
terbanding tetapi tidak diizinkan oleh tergugat. Sedangkan ikut campurnya
penggugat dalam pertengkaran bukan menjadi penengah tetapi membela
kepentingan orang tuanya.

Penggugat mengaku bahwa kepergiannya meninggalkan tergugat dari
rumah tempat kediaman bersama adalah karena “merasa tersinggung atas
pertengkaran tersebut” bukan diusir atau diancam oleh tergugat.

Tidak ada bukti bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dari
tempat kediaman bersama atas izin tergugat sebagai suaminya.

Penggugat tidak menjelaskan tentang adanya ancaman dari tergugat yang

menjadi dasar hukum, sehingga isteri meninggalkan tempat kediaman
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bersama itu oleh hakim dianggap obscure libel (kabur / tidak jelas), oleh
karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima.

3. Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 yang telah dirubah kedua kalinya
menjadi No. 50 Tahun 2009 memandang bahwa pembatalan putusan yang
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pengadilan
Agama Probolinggo telah sesuai dengan praktik Peradilan Agama, hukum
acara perdata, yaitu pasal 174 HIR, dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.
03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama, apabila telah terbukti bahwa perkara yang
diajukan kepadanya bukan wewenangnya, baik absolut atau relatif, hendaknya
ia menolak perkara tersebut dan menyarankan kepada para pencari keadilan
untuk mengajukan kepada Pengadilan Agama yang lain yang lebih
berwenang.

2. Kepada masyarakat pencari keadilan supaya meneliti surat gugatannya,
apakah perkaranya itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang ingin
dituju, dan sebelum memasukkan atauw mendaftarkannya ke Kepaniteraan

Pengadilan Agama.
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